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PRAKATA PENULIS

Keberadaan manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan kehidupannya kadangkala menyebabkan 
ambisi yang luar biasa atas kepemilikan harta yang dimilikinya. Oleh 
sebab itu, manusia pun mempunyai kecenderungan untuk bekerja 
lebih keras agar memenuhi atau menambah harta yang dimiliki. 
Sebab dengan mempunyai harta yang berlebih (kaya) diasumsikan 
bisa menjamin kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya saat ini 
atau masa yang akan datang. Mencari harta sebagai bentuk bagian dari 
sunnatullah, maka manusia harus mampu menghadirkan etos kerja 
keras dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang diinginkanya. 
Karenanya, Islam memandang kepemilikan manusia sebagai sebuah 
titipan dari Allah Swt yang harus dijaga kepemilikannya dengan baik 
tanpa harus merusak atau bahkan membawa kerusakan (bencana).

Aktivitas ekonomi dalam konsep ekonomi Islam atau ekonomi 
syariah tidak hanya memandang bahwa aktivitas ekonomi hanya 
sekadar untuk mencari keuntungan materi semata, tetapi juga 
dipandang sebagai aktivitas ibadah (falah). Ibnu Qayyim (1292-1350 
M) menghadirkan gagasan homo islamicus bukan homo economicus 
sebagaimana berlaku dalam sistem ekonomi konvensional. Homo 
islamicus mempunyai pandangan bahwa setiap manusia bertanggung 
jawab untuk membimbing diri menjadi hamba Allah yang baik, 
sehingga dari konsep inilah pencapaian falah dalam aktivitas ekonomi 
syariah menjadi jalan dan tujuan pada seluruh sistem dalam ekonomi 
syariah. Artinya, penggunaan homo islamicus jauh lebih mendalam 
dan bermakna, sehingga dapat menjadi petunjuk dan pedoman 
untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya. 

Manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya, selain 
menjadi memiliki kuasa atas kepemilikan (sebut; produksi) juga 
mempunyai kewajiban dalam menjalan distribusi agar apa yang 
menjadi aktivitas ekonominya dapat berjalan dengan lancar. Proses 
distrubusi secara sederhana, bisa dilakukan secara langsung dan tidak 
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langsung. Secara langsung manusia memproduksi barang dan jasa, 
kemudian mendistribusikan sendiri hingga sampai pada konsumen. 
Baik konsumen datang sendiri ke tempat produksi atau produsen 
menyediakan jalur buat konsumen. Distribusi tidak langsung 
merupakan proses distrubusi dengan melibatkan pihak ketiga dalam 
proses distribusi barang dan jasa yang telah diproduksi untuk bisa 
sampai pada pihak konsumen. 

Proses distribusi merupakan objek vital dalam proses aktivitas 
ekonomi, sebab distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan 
antara produsen dengan konsumen, jika hal ini tidak terjadi, maka 
akan menimbulkan kekacauan ekonomi. Masalah seperti ini bisa 
terjadi, misalnya dengan adanya penimbunan/spekulasi barang 
dan jasa, sehingga menyebabkan kelangkaan di pasar ekonomi dan 
berakibat terjadinya inflasi. Adanya kenaikan secara drastis inilah 
kaum spekulan yang menimbun akan diuntungkan, sebab sudah 
mendapatkan selisih harga dari penjualan dan pembelian. Inilah 
yang kemudian ditentang oleh Islam. atas nama apa pun perilaku 
cacat moral dan etika dalam bidang ekonomi ini jelas-jelas sangat 
dilarang. 

Kapita selekta hukum ekonomi syariah sebagai bunga rampai 
karya ilmiah penting yang lahir dari ruang pemikiran, aktivitas, 
dan refleksi kegiatan ekonomi syariah, senantiasa harus menjadi 
perhatian bersama agar keberadaan ekonomi syariah benar-benar 
memberikan dampak filosofis, paradigmatik, dan aplikatif yang dapat 
dirasakan seluruh masyarakat. Buku ajar Kapita Selekta Hukum 
Ekonomi Syariah ini sepenuhnya disusun atas inspirasi penulis 
terhadap gagasan dan pemikiran Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., 
S.IP., M.Hum. dalam bidang hukum ekonomi syariah, sebab itu 
beberapa bahasan dalam buku ini secara tidak langsung mengarah 
pada pandangan dan gagasan beliau dalam bidang ekonomi syariah 
disamping posisi beliau sebagai mantan Hakim Agung. Selain itu, 
hadirnya buku ini untuk memudahkan mahasiswa yang mengambil 
matakuliah Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah, khususnya di 
lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto mendapatkan bahan bacaan dan 
sumber belajar secara mandiri, sehingga dapat memahami secara 
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mendalam mengenai kapita selekta hukum ekonomi syariah. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan 

rekan kerja di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Purwokerto, utamanya Program Studi Hukum 
Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah yang membantu 
dan mendukung penerbitan buku ini. Serta keluarga penulis yakni 
Zulaekha Lestari Putri (istri) dan Revoluna Azalia Makhadi (anak) 
yang selalu terganggu kebersamaannya. Semoga buku ini memberikan 
banyak manfaat dan inspirasi kepada seluruh pembacanya. Aamiin.

Purwokerto, 2 Desember 2019

Makhrus, S.EI., M.SI.
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BAB I
PENGERTIAN DAN PRINSIP 

EKONOMI SYARIAH

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang pengertian dan prinsip ekonomi syariah. Bahasan 
dalam bab ini meliputi: pengertian ekonomi syariah, pandangan para 
ahli tentang ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan 
nilai dasar ekonomi syariah. Cakupan yang dibahas dalam bab ini 
diarahkan untuk mengkaji tentang pengertian dan prinsip ekonomi 
syariah

B.	 Pengertian Ekonomi Syariah

Secara umum pengertian ekonomi dimaknai sebagai ilmu yang 
mempelajari tentang cara-cara manusia. Ilmu ekonomi Islam bukan 
hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi bidang kajian keilmuan. 
Oleh sebab itu, keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan 
ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun 
kehidupan bermasyarakat. Artinya, dalam konteks ini keberadaaan 
ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat 
dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, 
sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam 
dengan fitrah hidup manusia (Manan, 2017). 

Menurut Deliarnov salah satu cabang ilmu sosial yang khusus 
mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam 
usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, 
dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya (Deliarnov, 
2012)
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C.	 Pandangan Para Ahli tentang Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan 
yang menyoroti masalah perekonomian hampir sama seperti 
konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem 
ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam 
setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam 
sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha 
untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan 
yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut 
mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak 
kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut 
mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori 
(apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima (Pusat 
Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) Universitas Islam 
Indonesia, 2008)

Berkaitan dengan pandangan para pakar berkaitan dengan 
ekonomi syariah memberikan pandangan (Yuliadi, 2007) sebagai 
berikut :

1.	 Menurut M. Akram Khan, ekonomi Islam bertujuan untuk 
melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang 
diacapai dengan mengorganisir sumber sumber daya alam atas 
dasar bekerja sama dan berpartisipasi 

2.	 Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah 
ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah 
ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

3.	 Menurut Kursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah sebuah usaha 
sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan 
tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam 

4.	 Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islama adalah sebuah 
pengetahuan yang membantu realisasi kebahagiaan manusia 
melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas 
yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran 
Islam, tanpa memberikan kepada individu  atau tanpa 
perilaku mako ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa 
ketidaksinambungan lingkungan

5.	 Menurut Muhammad Nejatullah Ash Sidiqy, ekonomi Islam 
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adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada 
masa depan. Dalam usaha ini mereka (pemikir muslim) dibantu 
oleh Al Qur’an dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman. 

D.	Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Alquran sebagai undang-undang tertinggi cukup memberikan 
etika global yang kemudian bisa dihadirkan dalam bentuk pemahaman 
yang komprehensif melalui bentuk penafsiran. Karenanya, Alquran 
seakan menjadi sebuah lautan luas yang tak ada habisnya untuk 
diseberangi meski dalam jangka waktu yang lama. Keberadaan 
Alquran sebagai sebuah sumber atas ilmu dan penawaran solusi akan 
selalu relevan dengan berbagai zaman. Sebab bentuk penafsiran yang 
terus berproses tanpa harus mengubah apa yang termaktub dalam 
Alquran. Dalam konteks ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip :

Tabel 1 : pandangan pakar mengenai prinsip ekonomi Islam

Panndangan pakar Prinsip ekonomi Islam 

Yasir Nasution Tauhid, keadilan. Keseimbangan, 
kebebasan, pertanggungjawaban

M. Syafii Antonio Tauhid, kekhalifahan manusia di bumi, 
ta’awun (tolong menolong), mashlahat 
(utility), keseimbangan (tawazun)

Adiwarman A. 
Karim

Tauhid, adl (adil), nubuwah (kenabian), 
khilafah (pemerintahan), dan maad (hasil)

Islam sebagai way of life harus membawa solusi bagi problematika 
kemanusiaan termasuk dalam bidang ekonomi, sebab adanya keberadaan 
solusi ini bukan menjadi bentuk komersialisasi dan komoditas, melainkan 
ilham yang bisa mengatur dan memberi pandangan yang mampu 
memberikan solusi atas keruwetan dan kelesuan ekonomi, artinya Islam 
hadir dengan warna yang lebih humanis dan memberdayakan sebagai 
konsepsi awal pandangan Islam terhadap aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu 
di sinilah, dihadapkan pada sebuah keharusan memberikan paradigma atau 
gagasan baru dengan tetap menghadirkan nilai-nilai Islam sebagai landasan 
utama—sebagai Islam yang transformatif. 
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Islam pada hakikatnya memberi banyak pandangan progresif atas 
segala hal yang sebenarnya menjadi titik tolak dari tatanan kemanusian, 
sebab tatatan kemanusiaan inilah yang barangkali menjadi persoalan utama 
jika sudah dihadapkan pada persoalan keadilan ekonomi. Dalam pandangan 
Islam, aktivitas ekonomi bukan lagi dipandangan sebagai homo ekonomicus 
melainkan homo islamicus. Ibnu Qayyim dalam pemikiran ekonominya 
mengedapankan aspek spiritual dalam seluruh aktivitas ekonomi. Di mana 
aktivitas ekonomi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan 
permasalahan ekonomi, melainkan ada aspek lain yang harus perhatian 
keadilan dan lainnya. penggunaan Homo Islamicus jauh lebih mendalam 
dan bermakna sehingga dapat menjadi petunjuk dan pedoman untuk 
mencapai kehidupan yang sesungguhnya (Islahi, 1992). Artinya, semua 
bentuk aktivitas ekonomi diharapkan mampu menghadirkan semangat 
keislaman tanpa harus menanggalkan keinginan lahiriyah sebagai bagian 
dari makhluk ekonomi sehingga islam mampu memberikan banyak nilai 
dalam berbagai dimensi kemanusiaan.

Terdapat brinsip-prinsip ini bukan sekadar aturan, melainkan pilar 
yang menopang seluruh arsitektur ekonomi syariah, memastikan setiap 
interaksi ekonomi selaras dengan tujuan Islam untuk menciptakan keadilan 
dan kesejahteraan.

1.	 Prinsip larangan Riba (bunga)

Riba secara harfiah berarti “kelebihan” atau “penambahan”. 
Dalam konteks ekonomi, riba adalah penambahan nilai atas 
pokok pinjaman tanpa adanya transaksi riil atau risiko yang 
setara. Islam melarang riba secara mutlak, baik dalam jumlah 
kecil maupun besar. Larangan ini didasarkan pada Al-Qur’an 
(Surat Al-Baqarah ayat 275):

يۡطَنُٰ  ِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّ كُلوُنَ ٱلرِّبَوٰاْ لَ يَقُومُونَ إلَِّ كَمَا يَقُومُ ٱلَّ
ۡ
ِينَ يأَ ٱلَّ

مَ  ُ ٱلَۡيۡعَ وحََرَّ حَلَّ ٱللَّ
َ
ْۗ وَأ مَا ٱلَۡيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰا هُمۡ قاَلوُٓاْ إنَِّ نَّ

َ
ۚ ذَلٰكَِ بأِ مِنَ ٱلمَۡسِّ

 ِۖ ٓۥ إلَِ ٱللَّ مۡرُهُ
َ
بّهِۦِ فَٱنتَهَٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأ ْۚ فَمَن جَاءَٓهُۥ مَوعِۡظَةٞ مِّن رَّ ٱلرِّبَوٰا

ون٢٧٥َ صۡحَبُٰ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلُِٰ
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
وَمَنۡ عَدَ فَأ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan 
setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata 
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bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa 
mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka 
apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, 
maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Larangan riba memiliki landasan filosofis dan ekonomi 
yang kuat. Secara filosofis, riba dianggap tidak adil karena 
menciptakan kekayaan dari kekayaan itu sendiri, bukan dari 
kerja keras, inovasi, atau risiko bisnis yang nyata. Peminjam 
yang rentan seringkali terjerat dalam lingkaran utang yang 
sulit diakhiri. Secara ekonomi, riba cenderung mengarah pada 
akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara 
mayoritas masyarakat tertinggal. Ini memperlebar kesenjangan 
ekonomi dan sosial. Sistem berbasis riba juga mendorong spekulasi 
berlebihan dan gelembung aset, yang dapat menyebabkan krisis 
keuangan, seperti yang telah berulang kali terjadi dalam sejarah. 
Sebagai gantinya, ekonomi syariah menganjurkan sistem bagi 
hasil (mudharabah dan musyarakah) di mana keuntungan dan 
kerugian dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. 
Dengan demikian, risiko ditanggung bersama, dan keuntungan 
hanya dapat diperoleh jika ada aktivitas ekonomi yang produktif.

2.	 Prinsip larangan gharar (ketidakpastian)

Gharar diartikan sebagai “ketidakpastian,” “risiko,” atau 
“ketidakjelasan.” Dalam transaksi, gharar adalah keadaan di mana 
ada ketidakpastian yang berlebihan mengenai objek transaksi, 
harga, atau syarat-syaratnya, sehingga dapat merugikan salah 
satu pihak. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi 
dan kejelasan penuh dalam setiap akad (kontrak). Meskipun 
tidak ada satu ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit menyebutkan 
kata gharar, prinsip ini diturunkan dari banyak hadis Nabi 
Muhammad SAW yang melarang transaksi yang mengandung 
ketidakpastian tinggi. Prinsip ini juga sejalan dengan anjuran 
dalam Al-Qur’an (Surat An-Nisa ayat 29):

ن 
َ
ٓ أ مۡوَلَٰكُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبَطِٰلِ إلَِّ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
ِينَ ءَامَنُواْ لَ تأَ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ يَٰٓ
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َ كَنَ  نفُسَكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن ترََاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَ تَقۡتُلُوٓاْ أ

بكُِمۡ رحَِيمٗا٢٩
Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku 
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu.

Larangan gharar bertujuan untuk melindungi konsumen 
dan pelaku bisnis dari praktik yang tidak jujur dan spekulatif. 
Misalnya, gharar yang dilarang adalah membeli “kucing dalam 
karung” atau kontrak asuransi konvensional di mana premi dan 
klaimnya tidak jelas dan saling bergantung pada faktor-faktor 
yang tidak pasti. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus 
didasarkan pada informasi yang lengkap dan kondisi yang 
jelas, maka dengan demikian, semua pihak tahu persis apa 
yang mereka beli, jual, atau investasikan, sehingga mengurangi 
potensi sengketa dan penipuan.

3.	 Prinsip larangan maysir (judi)

Maysir adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan 
perjudian atau spekulasi yang menghasilkan keuntungan dari 
kebetulan, bukan dari usaha produktif. Ini termasuk semua 
bentuk lotre, taruhan, dan spekulasi pasar yang tidak didasarkan 
pada analisis fundamental. Larangan maysir disebutkan secara 
jelas dalam Al-Qur’an (Surat Al-Ma’idah ayat 90):

زۡلَمُٰ رجِۡسٞ مِّنۡ 
َ
نصَابُ وَٱلۡ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّمَا ٱلَۡمۡرُ وَٱلمَۡيۡسُِ وَٱلۡ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ يَٰٓ

يۡطَنِٰ فَٱجۡتَنبُِوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِون٩٠َ عَمَلِ ٱلشَّ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 
mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan.
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Larangan maysir tidak hanya didasarkan pada alasan 
moral, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonominya. Judi 
dapat menimbulkan kecanduan, menghancurkan keluarga, 
dan menciptakan kekayaan yang tidak produktif. Kekayaan 
tersebut tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi 
riil, melainkan hanya memindahkan uang dari satu orang ke 
orang lain berdasarkan keberuntungan. Hal ini menciptakan 
mentalitas “cepat kaya” yang merusak etos kerja dan semangat 
kewirausahaan yang sebenarnya. Ekonomi syariah mendorong 
individu untuk mendapatkan penghasilan melalui kerja 
keras, inovasi, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang 
memberikan nilai tambah.

4.	 Prinsip bebas dari unsur yang diharamkan

Ekonomi syariah secara tegas melarang segala transaksi 
yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diharamkan 
(dilarang) dalam Islam, hal ini mencakup produk seperti 
minuman keras, daging babi, narkotika, dan layanan seperti 
prostitusi atau produksi konten pornografi. Oleh sebab itu, 
prinsip ini mencerminkan tujuan Islam untuk melindungi 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga adanya 
larangan ini bukan sekadar aturan ritual, melainkan juga bagian 
dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas. Hal ini juga 
didukung oleh Al-Qur’an (Surat Al-Ma’idah ayat 90), yang 
juga melarang khamr (minuman memabukkan) dan berhala, 
sekaligus dalam hal ini menjauhkan diri dari kegiatan ekonomi 
yang haram, masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif 
yang ditimbulkannya, seperti masalah kesehatan, kejahatan, dan 
kerusakan moral.

5.	 Prinsip instrumen redistribusi kekayaan (Ziswaf )

Berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang sering 
kali membiarkan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, 
maka ekonomi syariah telah memiliki mekanisme bawaan 
untuk mendistribusikan kembali kekayaan yaitu Zakat, Infak, 
Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf ). Dasar kewajiban zakat, telah 
banyak disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, di 
antaranya dalam QS. At-Taubah ayat 103:
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مۡوَلٰهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم بهَِا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إنَِّ صَلَوٰتكََ 
َ
خُذۡ مِنۡ أ

ُ سَمِيعٌ عَليِم١٠٣ٌ َّهُمۡۗ وَٱللَّ سَكَنٞ ل
Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, 
dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Anjuran untuk infak dan sedekah juga sangat kuat, seperti 
dalam Al-Qur’an di antaranya dalam QS. Al-Baqarah ayat 261

نۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابلَِ 
َ
ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ مۡوَلٰهَُمۡ فِ سَبيِلِ ٱللَّ

َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ ثَلُ ٱلَّ مَّ

ُ وَسِٰعٌ عَليِم٢٦١ٌ ُ يضَُعِٰفُ لمَِن يشََاءُٓۚ وَٱللَّ ِ سُنۢبُلَةٖ مِّائْةَُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّ
فِ كُّ

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan 
oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Zakat menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim 
yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk 
didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak yaitu 
mustahik—atau yang biasa dikenal sebagai delapan asnaf (fakir, 
miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu 
sabil), di samping itu zakat adalah pilar utama dalam mengurangi 
kemiskinan dan ketimpangan.

Sementara infak dan sedekah merupakan bentuk 
pemberian sukarela yang dapat dilakukan kapan saja dan dalam 
jumlah berapa pun. Infak sering kali merujuk pada pemberian 
harta untuk tujuan kebaikan, sementara sedekah lebih luas, 
mencakup bantuan materiil dan non-materiil. Sedangkan wakaf 
adalah pemberian harta yang produktif (seperti tanah, bangunan, 
atau uang) untuk dikelola dan hasilnya dimanfaatkan bagi 
kepentingan umum. Wakaf adalah bentuk sedekah jariyah yang 
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pahalanya terus mengalir selama harta tersebut memberikan 
manfaat. Secara prinsip semua instrumen ini secara kolektif 
memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan 
orang kaya, tetapi juga menjangkau mereka yang membutuhkan, 
menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berempati.

E.	 Nilai Dasar Ekonomi Syariah

Kehadiran Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin 
memberikan banyak pandangan kepada seluruh manusia—cara 
pandang melihat persoalan duniawi dan akhirat. Oleh sebab itu 
Islam mengikat para pemeluknya dalam sebuah bingkai ketakwaaan 
dengan menghadirkan perdamaian bagi seluruh umat. Misalnya, 
dalam bidang ekonomi, Islam tidak memposisikan aspek materialis 
sebagai bentuk tujuan dari proses aktivitas ekonomi, sebab 
Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai aktivitas mulia 
dengan menghadirkan keinginan aktvitas ekonomi secara adil 
dan mensejahterakan sesama makhluk Allah Swt. Oleh karena itu 
pencapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam yakni tercapainya falah. 

Falah berasal dari kata Afalaha-Yuflihu yang artinya 
kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Maksudnya, kemuliaan 
multidimensi dengan menjalankan aktvitas ekonominya tidak hanya 
mengorietasikan diri pada pencapaian materi belaka melainkan 
juga pencapaian spiritual. Dengan kata lain ada kemuliaan aktivitas 
ekonomi di dunia dan akhirat sebagai bentuk ibadah dan hal ini 
berlaku pada individu maupun kelompok (Pusat Pengkajian dan 
Pengembangan Ekonomi (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 
2008) Islam melarang bahwa aktivitas ekonomi hanya dikuasai 
oleh selegelintir atau sekelompok orang, melainkan harus dilakukan 
secara bersama-sama untuk kesejahteraan bersama.

Belakangan ini terjadi perbebatan sengit oleh beberapa 
kalangan mengenai kontribusi Islam terhadap aktivitas ekonomi 
kontemporer. Meski pada dasarnya, dalam perjalanannya sejarah 
Islam mempunyai peranan penting dalam aktivitas ekonomi dan ilmu 
ekonomi. Wacana ini berkembang akibat maraknya bank syariah 
sebagai bentuk bagian mainstream sistem ekonomi Islam. Dasar 
pandangan ini menganggap bahwa perbankan syariah sebenarnya 
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tidak lebih baik dengan perbankan konvensional atau sama dengan 
perbankan pada umumnya. Hal ini cukup menarik jika ditelisik 
lebih mendalam tentang keberadaan perbankan syariah yang tidak 
lain hanya ingin memenuhi kebutuhan permintaan pasar. 

Jika benar demikian, maka keberadaan perbankan syariah 
(termasuk didalamnya Islam) telah menjadi komoditas utama dalam 
aktivitas ekonomi. Bila terjadi sudut pandang demikian, keberadaan 
agama hanya akan menjadi kekuatan yang kaku dan murah, 
meskipun harus tetap disadari bahwa ekonomi Islam tidak selalu soal 
perbankan syariah. Maka dengan demikian, menjadi sebuah yang 
sangat penting untuk dapat mengetahui secara mendalam nilai-nilai 
ekonomi Islam sebagai berikut :

1.	 Nilai dasar kepemilikan :

a.	 Kepemilikan bukan penguasaan mutlak atas sumber-
sumber ekonomi, tetapi setiap orang/badan dituntut 
kemampuannya untuk dapat memanfaatkan sumber daya.

b.	 Lama kepemilikan manusia atas suatu benda sebatas hidup 
di dunia.

c.	 Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau 
berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka harus 
menjadi milik umum

2.	 Keseimbagan, sebagai wujud kesederhanaan, hemat, dan 
menjauhi sikap pemborosan (QS. Al Furqon: 67)

واْ وَكَنَ بَيَۡ ذَلٰكَِ قَوَامٗا٦٧ نفَقُواْ لمَۡ يسُۡفِوُاْ وَلمَۡ يَقۡتُُ
َ
ِينَ إذَِآ أ وَٱلَّ

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan 
(harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 
adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian.

3.	 Keadilan. Kata “adil” dalam Al Qur’an disebutkan lebih dari 
seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. 
Keadilan dalam ekonomi harus dimulai dari proses produksi, 
distribusi, dan konsumsi

4.	 Nilai instrumental yang mempengaruhi perilaku seorang muslim 
dan masyarakat, yakni : zakat, kersama ekonomi, larangan riba, 
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dan jaminan sosial.
Di luar prinsip-prinsip formalnya, ekonomi syariah berdiri 

di atas seperangkat nilai-nilai dasar yang memandu setiap perilaku 
ekonomi, oleh sebab itu nilai-nilai ini bukan sekadar konsep abstrak, 
melainkan pilar etika dan spiritual yang membentuk sistem ekonomi 
yang adil dan bertanggung jawab, sehingga hal tersebut untuk 
memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi selaras dengan tujuan 
hidup yang lebih tinggi dan kesejahteraan untuk semua makhluk 
Allah Sw. Adapun nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah sebagai 
berikut :

1.	 Tauhid (keesaan Allah Swt). Nilai tauhid merupakan fondasi 
utama dari seluruh sistem ekonomi syariah, sebab dalam konsep 
ini bukan hanya pengakuan akan keesaan Allah Swt, tetapi juga 
sebagai pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai 
khalifah (pemimpin) di muka bumi. Dalam konteks ekonomi, 
ini berarti bahwa manusia adalah pengelola atau manajer atas 
sumber daya yang pada hakikatnya adalah milik Allah. Kekayaan 
dan aset tidak dilihat sebagai kepemilikan mutlak, melainkan 
sebagai amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. 
Oleh karena itu, tujuan ekonomi bukanlah semata-mata mencari 
keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga untuk mencapai 
falah (kesuksesan dunia dan akhirat). Maka dengan demikian 
mengakibatkan setiap transaksi, produksi, dan konsumsi harus 
sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan, memastikan bahwa 
aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan, mengeksploitasi 
manusia, atau melanggar batasan syariah.

2.	 Keadilan (‘adalah). Merupkan prinsip sentral yang harus 
diimplementasikan dalam setiap aspek ekonomi. Nilai ini 
melarang segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang 
bertujuan untuk dapat memastikan bahwa setiap individu, 
tanpa memandang status sosial atau kekayaannya, memiliki 
kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan mendapatkan 
manfaat dari aktivitas ekonomi. Keadilan dalam ekonomi 
syariah mencakup distribusi kekayaan yang merata, penetapan 
harga yang wajar, upah yang adil bagi pekerja, dan perlindungan 
hak-hak konsumen. Maka tujuan adanya keadilan untuk 
menciptakan struktur ekonomi yang seimbang, di mana 
kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di tangan segelintir elit, 
tetapi beredar secara luas di masyarakat. Hal ini tidak berarti 
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meniadakan perbedaan pendapatan, tetapi memastikan bahwa 
perbedaan tersebut tidak berasal dari praktik yang tidak adil 
atau eksploitatif.

3.	 Kerja keras (iqtishad). Islam memandang kerja keras sebagai 
sebuah ibadah dan sarana untuk mencapai kemandirian 
ekonomi, oleh sebab itu nilai iqtishad (moderat) mendorong 
individu untuk bekerja secara produktif dan efisien, namun 
pada saat yang sama harus mampu mengajarkan keseimbangan. 
Maka adanya kerja kerasi (iqtishad) ini sebagai penolakan 
terhadap sikap malas atau ketergantungan pada orang lain. 
Bekerja keras bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, 
tetapi juga untuk berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan 
masyarakat. Nilai ini juga menekankan pentingnya iqtishad, yaitu 
perilaku ekonomi yang moderat dan tidak berlebihan, sehingga 
mengakibatkan setiap ndividu didorong untuk menghindari 
pemborosan dan konsumsi yang tidak perlu. Dengan demikian, 
kekayaan yang diperoleh dari kerja keras dapat digunakan 
untuk investasi yang produktif dan membantu mereka yang 
membutuhkan, bukan dihabiskan untuk kemewahan yang sia-
sia.

4.	 Tanggung jawab (amanah). Konsep amanah dalam ekonomi 
syariah adalah bahwa setiap individu mengemban tanggung 
jawab moral dan etika dalam mengelola sumber daya, sehingga 
hal ini berlaku untuk semua pihak, misalnya seorang produsen 
bertanggung jawab untuk menghasilkan produk yang halal dan 
berkualitas, pedagang bertanggung jawab untuk berdagang 
dengan jujur, pengelola dana bertanggung jawab untuk 
menginvestasikan uang nasabah secara bijaksana dan sesuai 
syariah, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan 
lingkungan ekonomi yang adil dan stabil bagi seluruh warganya. 
Ketika setiap individu dan lembaga menganggap tanggung 
jawab ini sebagai amanah dari Allah Swr, sistem ekonomi akan 
berjalan dengan lebih etis dan terhindar dari praktik korupsi, 
penipuan, dan ketidakadilan.

5.	 Persaudaraan (ukhuwah). Prinsip persaudaraan adalah semangat 
kerja sama dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas ekonomi 
syariah. Ini merupakan antitesis dari persaingan bebas tanpa 
batas yang seringkali menciptakan konflik dan ketidaksetaraan. 
Konsep ukhuwah mendorong umat Muslim untuk saling 
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membantu dan mendukung dalam hal ekonomi. Ini terefleksi 
dalam praktik-praktik seperti ta’awun (saling tolong-menolong) 
dan takaful (asuransi syariah) yang berbasis pada kerja sama dan 
kontribusi bersama, bukan hanya mencari keuntungan individu. 
Melalui semangat persaudaraan, masyarakat dapat membangun 
jaringan ekonomi yang kuat, di mana keuntungan tidak hanya 
diukur dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk manfaat 
sosial, berbagi risiko, dan meningkatkan kesejahteraan kolektif. 
Dengan demikian, ekonomi syariah menciptakan komunitas 
yang peduli satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai 
tujuan bersama.

Manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya selain 
menjadi memiliki kuasa atas kepemilikan (sebut; produksi) juga 
mempunyai kewajiban dalam menjalan distribusi agar apa yang 
menjadi aktivitas ekonominya bisa berjalan dengan lancar. Proses 
distribusi secara sederhana bisa dilakukan secara langsung dan tidak 
langsung. Secara langsung manusia memproduksi barang dan jasa 
kemudian mendistribusikan sendiri hingga sampai pada konsumen. 
Baik konsumen datang sendiri ke tempat produksi atau produsen 
menyediakan jalur buat konsumen. Distribusi tidak langsung 
merupakan proses distrubusi dengan melibatkan pihak ketiga dalam 
proses distribusi barang dan jasa yang telah diproduksi untuk bisa 
sampai pada pihak konsumen. Dalam melakukan aktivitas ekonomi 
termasuk distrubusi Ibnu Qayyim menekankan agar menghindari 
hal-hal yang dilarang oleh syariat (Islahi, 1992). 

F.	 Rangkuman

Secara paradigmatik dan praktik ilmu ekonomi Islam bukan 
hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi bidang kajian keilmuan. 
Oleh sebab itu, keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan 
ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun 
kehidupan bermasyarakat. Artinya, dalam konteks ini keberadaaan 
ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat 
dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, 
sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam 
dengan fitrah hidup manusia
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G.	Tugas/Latihan
1.	 Jelaskan pengertian ekonomi syariah menurut Abdul Manan 

dan konteksnya dalam ekonomi syariah saat ini!

2.	 Sebutkan dan jelaskan prinsip ekonomi syariah menurut 
para tokoh ekonomi syariah

3.	 Jelaskan mengapa produksi sampai dengan konsumsi harus 
sesuai dengan prinsip syariah!

4.	 Buatlah opini mengembangan ekonomi dan relasinya 
terhadap peranan negara dalam mendorong ekonomi syariah!
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BAB II
PENGEMBANGAN PEMIKIRAN 

EKONOMI ISLAM

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang pengembangan pemikiran ekonomi. Bahasan 
dalam bab ini meliputi: sejarah pemikiran ekonomi Islam dan teori 
ekonomi syariah. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan 
untuk mengkaji tentang pengembangan pemikiran ekonomi. 

B.	 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari ajarah Islam 
yang integral, oleh sebab itu seluruh aktivitas ekonomi tidak boleh 
bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, para ulama tidak 
pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri 
yang terpisah dari ajaran agama Islam. Pemikiran ekonomi Islam 
menitikberatkan kepada pemikiran ekonomi yang dikemukakan 
oleh para sarjana muslim yang didasarkan pada sumber ajaran Islam, 
oleh sebab itu pemikiran ekonomi Islam sesungguhnya telah berawal 
sejak Alquran dan Hadis ada yaitu pada masa kehidupan Rasulullah 
Saw pada abad ke-7 Masehi, sementara pemikiran sarjana muslim 
pada periode berikutnya pada dasarnya mengembangkan konsep 
Islam sesuai dengan kondisi pada kondisi yang dihadapi dengan 
tetap berpegang teguh pada Alquran dan Hadis (P3E UII, 2008).

Sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah sebuah perjalanan 
panjang yang kaya akan kontribusi intelektual. Secara umum, 
perkembangan ini terbagi atas tiga tahap utama yang masing-masing 
memiliki karakteristik unik dan kontribusi signifikan terhadap 
peradaban manusia. Oleh sebab itu dalam mempelajari sejarah 
pemikiran ekonomi Islam memiliki signifikansi yang mendalam, 
tidak hanya untuk ranah akademis tetapi juga untuk pemahaman 
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BAB III
ALIRAN-ALIRAN DALAM EKONOMI 

ISLAM

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang aliran-aliran dalam ekonomi Islam. Bahasan 
dalam bab ini meliputi: sejarah timbulnya aliran ekonomi Islam, 
aliran iqtishoduna, aliran mainstream, dan aliran alternatif kritis. 
Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji 
tentang sumber-sumber aliran-aliran dalam ekonomi Islam

B.	 Pendahuluan 

Pemikiran ekonomi Islam modern bukanlah suatu kesatuan 
yang tunggal dan seragam. Sebaliknya, ia merupakan sebuah medan 
yang dinamis dan berkembang, diwarnai oleh berbagai pandangan 
yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam ke 
dalam sistem ekonomi kontemporer. Lahirnya berbagai aliran ini 
tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah abad ke-20, di mana 
umat muslim menyaksikan dominasi dua ideologi ekonomi besar, 
yaitu kapitalisme dan sosialisme. Para pemikir muslim pada saat itu 
merasa bahwa kedua sistem tersebut, meskipun memiliki keunggulan, 
juga mengandung kelemahan fundamental tidak sesuai dengan 
ajaran Islam, terutama terkait ketidakadilan sosial, eksploitasi, dan 
ketidakseimbangan moral.

Dengan adanya kebangkitan intelektual Islam, muncullah 
dorongan kuat untuk merumuskan sebuah sistem ekonomi alternatif 
yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, 
pemerataan, dan kesejahteraan kolektif. Namun, pertanyaan 
mendasar yang muncul adalah: bagaimana cara mewujudkan 
ekonomi Islam di tengah realitas global yang didominasi oleh sistem 
konvensional? Apakah ekonomi Islam harus sepenuhnya menolak 
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BAB IV
EKONOMI ISLAM SEBAGAI 

ALTERNATIF

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam pembahasan bab ini adalah untuk 
meningkatkan pemahaman mahasiswa secara komprehensif tentang 
ekonomi Islam sebagai sebuah sistem alternatif. Pembahasan dalam 
bab ini meliputi perbandingan ekonomi Islam dengan kapitalisme, 
perbandingan ekonomi Islam dengan sosialisme, serta analisis 
mendalam mengenai nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam 
ekonomi Islam. Cakupan materi diarahkan untuk mengkaji secara 
kritis posisi dan peran ekonomi Islam sebagai solusi atau alternatif 
terhadap kelemahan-kelemahan yang melekat pada sistem ekonomi 
konvensional.

B.	 Perbadingan Ekonomi Islam dengan Kapitalisme

Kapitalisme adalah sebuah sistem perekonomian yang berpusat 
pada peranan modal (capital), yaitu kekayaan dalam segala bentuknya 
yang digunakan untuk produksi, distribusi, dan akumulasi kekayaan 
(Kristeva, 2015). Sistem ini tidak hanya sebatas model ekonomi, 
melainkan juga sebuah ideologi yang telah menyatu dengan aspek 
politik, sosial, dan kebudayaan, khususnya di dunia Barat, tempat 
sistem ini pertama kali lahir, tumbuh, dan berkembang hingga 
menjadi dominan secara global.

Dasar teoretis kapitalisme modern tidak dapat dilepaskan 
dari pemikiran Adam Smith, yang sering disebut sebagai “bapak 
kapitalisme”, melalui karyanya yang monumental, The Wealth of 
Nations. Smith berargumen bahwa pengejaran keuntungan individu 
melalui kegiatan ekonomi, yang didorong oleh invisible hand, pada 
akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan publik. Dalam 
praktiknya, kapitalisme memiliki dua kepentingan utama yaitu: 
pertama, mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi. 
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BAB V
SUMBER-SUMBER EKONOMI 

SYARIAH

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang sumber-sumber ekonomi syariah. Bahasan dalam 
bab ini meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, 
manajemen, dan teknologi tepat guna (akad transaksi). Cakupan 
yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang 
sumber-sumber ekonomi syariah. Selain itu, isi materi ini sebagian 
terinspirasi dan oleh tulisan Prof. Dr. Abdul Manan, MA. 

B.	 Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam adalah unsur-unsur yang terdiri dari 
Sumber Daya Alam nabati (tumbuhan) dan Sumber Daya Hewani 
(satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan 
membentuk ekosistem. Sumber Daya Alam memiliki peranan dalam 
pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian Sumber 
Daya Alam termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah 
Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri 
atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan 
membentuk kesatuan ekosistem.

Prinsip dasar tentang sumber daya alam telah diungkapkan 
oleh Allah SWT dalam QS. Ibrahim : 32-34

مِنَ  بهِۦِ  خۡرَجَ 
َ
فَأ مَاءٓٗ  مَاءِٓ  ٱلسَّ مِنَ  نزَلَ 

َ
وَأ رۡضَ 

َ
وَٱلۡ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ خَلَقَ  ِي  ٱلَّ  ُ ٱللَّ

رَ لَكُمُ  مۡرهِِۖۦ وسََخَّ
َ
رَ لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ لَِجۡرِيَ فِ ٱلَۡحۡرِ بأِ ٱلثَّمَرَتِٰ رزِقۡٗا لَّكُمۡۖ وسََخَّ
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BAB VI
PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM 

DI INDONESIA

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang pekembangan ekonomi syariah di Indonesia. 
Bahasan dalam bab ini meliputi sejarah perkembangan ekonomi 
Islam dan ekonomi Islam dalam perkembangan studi keilmuan. 
Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji 
tentang pekembangan ekonomi syariah di Indonesia

B.	 Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Indonesia memiliki posisi yang unik dan strategis dalam 
peta pengembangan ekonomi Islam global. Dengan populasi 
Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya menjadi pasar 
potensial terbesar, namun juga laboratorium tempat praktik dan 
pemikiran ekonomi syariah berkembang pesat. Lebih dari sekadar 
basis demografi, peran Indonesia sebagai negara penentu dalam 
pengembangan ekonomi Islam didasarkan pada sinergi antara faktor 
historis, kebijakan pemerintah, inovasi, dan keilmuan, sehingga 
berdasarkan kekuatan ini menjadikan Indonesia sebagai model dan 
pusat rujukan global.

Salah satu hal paling fundamental dari Indonesia yaitu 
kekuatan demografi yang besar. Dengan lebih dari 200 juta penduduk 
Muslim, Indonesia memiliki basis konsumen dan pelaku ekonomi 
yang masif yang siap menerima dan mengimplementasikan prinsip-
prinsip syariah. Populasi besar ini pun menciptakan permintaan yang 
tidak terhindarkan terhadap produk dan layanan yang sesuai syariah, 
mulai dari perbankan, asuransi, hingga produk-produk konsumsi 
halal. Begitupula dengan permintaan pasar yang besar terhadap 
produk berbasis syariah menjadi magnet yang menarik investasi dan 
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BAB VII
SUMBER HUKUM EKONOMI 

SYARIAH DI INDONESIA

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia. 
Bahasan dalam bab ini meliputi sumber hukum ekonomi syariah di 
Indonesia dan kelembagaan hukum ekonomi syariah di Indonesia. 
Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji 
tentang sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia.

B.	 Sumber Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Alquran sebagai penyempurna kitab yang diturunkan Allah 
pada Rasul nya mempunyai posisi penting untuk bisa memberikan 
banyak pengaruh dalam dimensi kehidupan manusia. Begitupula 
dengan Islam yang di dalamnya bersamayam kitab suci Alquran. 
Dalam konteks ini kemudian bisa kita pahami bahwa keberadaan 
islam merupakan sisi lain dari keberadaan Alquran, begitu pula 
dengan sebaliknya. 

Nabi Muhammad sebagai Rasul yang menerima Alquran 
melalui perantaraan malaikat Jibril dengan cara penerimaannya tidak 
secara langsung sekaligus (semua yang ada dalam Alquran) melainkan 
dengan rentang waktu tertentu. Baik dengan cara memberikan 
jawaban atas pertanyaan, perintah, kewajiban atau bahkan melalui 
isyarat. Karenanya, turunnya Alquran membutuhkan waktu yang 
cukup lama dalam penurunannya. Dan keberadaan keotentikan 
Alquran terjamin keotentikannya yang secara langsung disampaikan 
oleh Allah didalam Alquran.  Alquran tidak menuntut menerima 
begitu saja yang disampaikan. Melainkan juga memaparkan dengan 
argumentasi, bahkan menguraikan pandangan penentangannya 
seraya membuktikan kekeliruan mereka (Shihab, 2006).
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BAB VIII 
INVESTASI DALAM 
EKONOMI ISLAM

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang investasi dalam ekonomi Islam. Bahasan dalam 
bab ini meliputi pengetian investasi syariah, dasar-dasar hukum 
investasi, prinsip-prinsip investasi syariah, dan memilih investasi 
yang sesuai syariah. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan 
untuk mengkaji tentang investasi dalam ekonomi Islam

B.	 Pengetian Investasi Syariah

Secara umum, investasi dapat dipahami sebagai komitmen 
sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat 
ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang 
atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh 
keuntungan. Dalam pengertian lain investasi adalah salah satu cara 
yang dapat digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan 
secara produktif (Hidayat, 2011). Dalam konteks yang lebih luas, 
optimalisasi nilai perusahaan merupakan tujuan yang dapat dicapai 
melalui fungsi manajemen keuangan, di mana setiap keputusan 
investasi akan memengaruhi keputusan keuangan lainnya dan 
berdampak terhadap nilai perusahaan (Fama & French, 1998).

Secara etimologis, kata investasi berasal dari bahasa Inggris, 
investment, yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, kata yang 
setara adalah istathmara, yang bermakna menjadikan berbuah, 
berkembang, dan bertambah jumlahnya (Antonio et al., 2007). 
Dari pengertian ini, investasi dalam Islam dapat dimaknai sebagai 
penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha 
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BAB IX
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI 

INDONESIA

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang lembaga keuangan di Indonesia. Bahasan dalam 
bab ini meliputi pengertian lembaga keuangan syariah, sejarah 
lembaga keuangan syariah di Indonesia, dan perbedaan bank dan 
non bank. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk 
mengkaji tentang lembaga keuangan di Indonesia

B.	 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang 
kegiatan usahanya, baik dalam hal penghimpunan maupun 
penyaluran dana, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah 
Islam. Sederhananya, LKS adalah institusi keuangan yang beroperasi 
dengan mematuhi hukum dan etika Islam. Sementara tujuan utama 
LKS bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan 
peran sosial dan ekonomi yang adil. Hal ini dilakukan dengan 
memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan 
bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba 
(bunga), gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan 
maysir (judi).

Terdapat beberapa pandangan para pakar ekonomi syariah 
sering kali menyoroti dimensi etis dan sosial yang melampaui sekadar 
aspek hukum. Beberapa pandangan tokoh tersebut sebagai berikut :

1.	 M. Umer Chapra, seorang ekonom syariah terkemuka, 
berpendapat bahwa tujuan utama ekonomi syariah adalah untuk 
mencapai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. 
Menurutnya, LKS harus menjadi alat untuk mempromosikan 
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BAB X
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON 

BANK

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang lembaga keuangan syariah non bank. Bahasan 
dalam bab ini meliputi pengertian lembaga keuangan syariah, 
asuransi syariah, leasing syariah, pegadaian syariah, LKM syariah/
BMT, pasar modal syariah, dan badan amil zakat/lembaga amil zakat. 
Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji 
tentang lembaga keuangan syariah non bank.

B.	 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Berdirinya Bank Mualamat Indonesia (BMI) pada tahun 
1992 menjadi titik awal mulai populernya istilah ekonomi syariah 
di Indonesia. Kesadaran akan umat Islam mengenai pentingnya 
transaksi keuangan berbasis syariah menyebabkan beralihnya 
transaksi konvensional ke transaksi keuangan berbasiswa syariah. 
Lembaga keuangan syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional 
(DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk 
keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai 
lembaga keuangan syariah. Hal ini menegaskan bahwa LKS harus 
memenuhi dua unsur,yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam 
dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. 

Keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang 
mengalami perkembangan bukan tidak mengalami hambatan, salah 
satu hambatannya tidak semua lembaga keuangan syariah memiliki 
regulasi keuangan secara khusus, sehingga satu payung dengan yang 
konvesional. Namun, meski demikian pengembangan keuangan 
berbasis syariah tetap berkembang secara baik. Hal tersebut salah 
satunya dibuktikan lembaga keuangan syariah non bank yang terus 
mengalami perkembangan, baik secara maupun kelembagaan. 



157 

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA 

EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah di Indonesia. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian 
sengketa ekonomi syariah, jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi 
syariah, dan dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di 
Indonesia. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

B.	 Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa adalah pertentangan, persilihan, dan percekcokan 
yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang 
berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang maupun benda. 
Timbulnya sengketa ekonomi syariah umumnya disebabkan oleh 
beberapa faktor, yakni: pertama, konflik data, konflik kepentingan, 
konflik hubungan, konflik struktur, dan konflik nilai (Suadi, 2018). 

Dalam pengertian yang lain sengketa, secara etimologi 
merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, 
pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Sedangkan secara 
istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang 
berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan  atau 
hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya 
dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara 
keduanya.

Pengertian ekonomi syariah merupakan sebagai ilmu yang 
mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya untuk mencapai ridha Allah, dengan kata lain merupakan 
perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip 
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BAB XII
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 

INTERNASIONAL

A.	 Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang 
terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan 
mahasiswa tentang lembaga keuangan syariah internasional. Bahasan 
dalam bab ini meliputi pengertian lembaga keuangan syariah, sejarah 
lembaga keuangan syariah di dunia internasional, dan praktik 
lembaga keuangan syariah di berbagai negara. Cakupan yang dibahas 
dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang lembaga keuangan 
syariah internasional. Materi ini gunakan untuk dua kali pertemuan 
yakni untuk pertemuan ke-14 dan ke-15 dalam perkuliahan ini. 

B.	 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan menurut keputusan SK Menkeu RI No. 
792 Tahun 1990 bahwa lembaga keuangan merupakan seluruh badan 
usaha yang bergerak di bidang keuangan, dimana hal yang dilakukan 
adalah menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat atau 
nasabah terutama untuk biaya investasi pembangunan. Artinya, 
lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya dalam 
bentuk aset keuangan dibanding aset non finansial atau riil.  Dimana 
lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan 
terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang 
berharga. 

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga 
keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang 
mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Maka, 
dengan demikian lembaga keuangan syariah adalah lembaga bank 
maupun non bank yang memiliki pedoman disetiap kegiatannya 
sesuai dengan ajaran agama Islam, didalam pelayanan maupun 
produk produknya disetiap pelaksanaannya, yang diawasi oleh 
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